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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Lembaga UU no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

mewajibkan semua barang yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. 

Dalam upaya perlindungan hukum terdapat dalam Pasal 25 Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2014 “kewajiban pemegang sertifikat halal untuk 

menyematkan label halal, tetap menjaga kehalalan, memperpanjang masa 

berlaku sertifikat, memisahkan bahan yang tidak halal dalam proses pembuatan 

produk halal”. Sanksinya jika melanggar pasal tersebut dapat berupa 

peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal. 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan 

Lapangan Kerja yang mengubah sebagian pengaturan dalam Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014. Secara khusus, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) bisa mendapatkan akreditasi halal secara cuma-cuma. Adapun 

kekurangan UU Cipta Kerja yaitu pada sertifikasi halal yang kini tidak dikuasai 

lagi oleh MUI saja melainkan dapat diterbitkan juga oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH), penghapusan syarat auditor halal, Pasal 4A 

UU Cipta Kerja berpotensi melanggar perlindungan konsumen jika tidak 

memiliki aturan turunan yang kuat dan ketidakjelasan sanksi administratif yang 

diberikan berikut jenis pelanggarannya sehingga perlu dilengkapi agar mampu 

memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat 

muslim di Indonesia. 

B. Saran 

Harus ada energi kerjasama antara Pemerintah, pelaku bisnis, dan 

daerah untuk mengakui sertifikasi halal untuk barang yang dipertukarkan. 

Dengan begitu otoritas publik dapat memberikan jaminan halal kepada 

penghuninya dan pelaku bisnis juga dapat memperluas pasar sasaran mereka, 

meningkatkan penciptaan dan omset transaksi, dan meningkatkan kepercayaan 

pelanggan terhadap kehalalan barang. 


